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SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS (SDG’s)



(Tujuan 3, 10, 16, 17)

(Semua Tujuan )

(Tujuan 1 - 11 )

(Semua Tujuan )

(Tujuan 2, 3, 4, 6 )

(Tujuan 1 - 10 )

(Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 )

(Tujuan 3, 4, 11 )

(Tujuan 5, 10, 16, 17  )



GENDER QUALITY

Strategi PUG

Pembangunan 
Responsive Gender 
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Menjamin Keberlangsungan
Kebijakan (Suistainable)

Perlindungan Hak dan
kewajiban Masyarakat

Melegitimasi wewenang
pemerintah



KEABSAHAN

Prosedur

Substansi

Wewenang



PROSES PEMBENTUKAN PERDA
Psl 1 angk 18 Permen 80/2015 (angka 16 Permendagri 120/2018)

PERENCANAAN

PENYUSUNAN

PENETAPAN

PEMBAHASAN

PENGUNDANGAN

PENYEBARLUASAN

1

2

3

4

5

6

EVALUASI/FASILITASI

NOREG

KLARIFIKASI
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PERDA PUG 

1. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

2. 15 PERDA di KAB/KOTA Di JAWA TIMUR

Pasal 121 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015



PELAKSANAAN PUG 

12

7 (TUJUH) PRASYARAT

1.KOMITMEN

2, KEBIJAKAN

3, KELEMBAGAAN

4, SUMBER DAYA

Dilakukan melalui implementasi:

5, SISTEM INFORMASI 

DAN DATA TERPILAH

6, ALAT ANALISIS GENDER

7, PARTISIPASI MASYARAKAT
Ps 5 ayat (2)  Perda 9 Tahun 2019
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PERGURUAN TINGGI

PEMERINTAH DAERAH 
LAINNYA

ORGANISASI 
MASYARAKAT

BADAN USAHA

LEMBAGA ATAU PEMERINTAH 
DAERAH DI LUAR NEGERI

PIHAK KETIGA LAINNYA

Ps. 17 ayat (2) 
Perda 9 Tahun 2019



• GUBERNUR MELAKUKAN PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN

PUG DI PROVINSI

• SECARA TEKNIS DILAKUKAN OLEH DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN

KEPENDUDUKAN.

Ps. 18 Perda 9 Tahun 2019



Pelaporan

• PELAKSANAAN PUG DILAPORKAN OLEH POKJA

PUG KEPADA GUBERNUR

• GUBERNUR MENYAMPAIKAN KEPADA MENTERI

DALAM NEGERI DENGAN TEMBUSAN KEPADA

MENTERI YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

• LAPORAN DISAMPAIKAN SECARA BERKALA SETIAP

6 (ENAM) BULAN ATAU SEWAKTU-WAKTU APABILA

DIPERLUKAN

Pasal 19 Perda 9 Tahun 2019



Ps. 20 Perda 9 Tahun 2019
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SANKSI ADMINISTRATIF

PERINGATAN TERTULIS

PENGHENTIAN BANTUAN

SETIAP PERANGKAT DAERAH, BUMD, SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN
PENDIDIKAN KHUSUS SWASTA, DAN PERUSAHAAN LINTAS KABUPATEN/KOTA
YANG TIDAK:
a. MENYEDIAKAN DATA TERPILAH ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

DALAM SISTEM INFORMASI
b. MEMILIKI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RESPOSIF GENDER

Pasal 21 Perda 9 Tahun 2019
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TERIMA KASIH
sampai bertemu kembali


